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Abstrak: Sistem baru jual beli online yang lebih digemari di kalangan masyarakat adalah COD
(Cash on Delivery). Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli secara online berbasis COD tidak
semuanya sah secara hukum dikarenakan beberapa pelaku usaha gemar melakukan penipuan atau
pemalsuan informasi, salah satunya adalah ketidaksesuaian informasi barang dengan bentuk
barang yang diterima. Penelitian ini membahas tentang jual beli online dan implementasi asas
itikad baik di dalam suatu transaksi jual beli online, dengan tujuan untuk memahamkan asas itikad
baik kepada masyarakat luas dalam pengaplikasiannya pada transaksi jual beli online. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwasanya
pengimplementasian asas itikad baik di dalam transaksi jual beli online dapat diterapkan oleh
penjual dengan cara memberikan informasi tentang barang yang dijualnya dengan jujur, dan
pembeli dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian,
sehingga keduanya akan sama-sama diuntungkan oleh transaksi ini. Selain itu penting untuk
marketplace agar memperbaiki sistem yang digunakannya untuk menjadi situs web jual beli
online sebagai salah satu bukti itikad baik yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pembeli. Maka
perlu bagi marketplace, pelaku usaha, dan juga pembeli untuk menerapkan asas itikad baik
sehingga tidak ada pihak yang mungkin akan dirugikan.

Kata-kata kunci: Marketplace; Jual beli; Itikad baik; Pelaku usaha; Cash on Delivery

Abstract: The new system of buying and selling online which is more popular among the public is COD
(Cash on Delivery). However, in the implementation of COD-based online sell and purchase, not all of
them are legally valid because some business actors like to commit fraud or falsification of
information, one of which is the incompatibility of information on goods with the form of goods
received. This study discusses online sell and purchase and the implementation of the principle of good
faith in an online sell and purchase transaction, with the aim of understanding the principle of good
faith to the wider community in its application to online sell and purchase transactions. This study
uses a qualitative method of literature. The results of this study, it was found that the implementation
of the principle of good faith in online sell and purchase transactions can be applied by the seller by
providing information about the goods he sells honestly, and the buyer by paying an amount of money
in accordance with the agreement at the beginning of the agreement, so that both will be equally
benefited from this transaction. In addition, it is important for the marketplace to improve the system
it uses to become an online sell and purchase website as a proof of good faith aimed at business actors
and buyers. It is necessary for the marketplace, business actors, and also buyers to apply the principle
of good faith so that no party may be harmed.
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Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang menjadi prioritas di masyarakat
karena dengan jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Pada ada era ini jual beli menjadi sangat berkembang terlebih diiringi dengan kemajuan
teknolgi yang menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli secara online.

Sejak munculnya e-commerce yang dimulai tahun 2010 hingga kini terdapat
perkembangan peningkatan data penggunaan e-commerce di kalangan masyarakat di
seluruh Indonesia. Di tahun 2019, Badan Pusat Statistik merilis sebuah data statistik
pengunaan e-commerce. Di dalam data tersebut dijelaskan bahwa pada 2019 pelaku usaha
e-commerce telah mencapai 16.277 ribu pengguna, dan 79,18 persen pelaku usaha
memulai usaha rentang waktu 2017-2019, dan 26,90% memulainya sejak 2010-2016
(BPS, 2020: 13).

Para pihak dalam transaksi jual beli online atau e-commerce tidak akan bertatap
muka dikarenakan kemudahan yang mereka dapatkan melalui teknologi seperti world
wide web atau jaringan umum yang sifatnya terbuka. Dengan ini tentu akan memudahkan
bagi para konsumen untuk mengakses pasar tanpa terbatasi oleh jarak dan juga waktu.
Perwujudan seperti itu membuktikan bahwasanya kecepatan teknologi informatika tidak
dapat dibendung lagi (Krisharyawan, 2015: 144). Jual beli online telah memiliki landasan
hukum di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya praktik jual beli secara
online memiliki akad yang sama dengan jual beli pada umumnya (Putra, et. al., 2020: 321).

Pada Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian perlu
untuk dilakukan dengan suatu itikad baik. Dengan maksud bahwa suatu perjanjian perlu
untuk disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu asas itikad baik kembali disebutkan di
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik dengan dijelaskan di dalamnya bahwa penggunaan dan pemanfaatan
elektronik dan teknologi harus dilandasi dengan itikad baik dan kehati-hatian (Harun, et.
al,, 2019: 93).

Terlebih di zaman modern ini muncullah suatu sistem baru yang kini diminati
banyak kalangan termasuk kalangan anak muda, yakni jual beli online berbasis COD (Cash
on Delivery). Dilansir oleh Badan Pusat Statisik bahwa dari seluruh proses pembayaran
jual beli online tercatat pembayaran bersistem COD lebih digemari oleh masyarakat (BPS,
2020: 22).

Sedangkan dalam jual beli berbasis COD ini memiliki banyak permasalahan, salah
satunya spesifikasi barang yang tidak sesuai, atau keterlambatan dalam pengantaran yang
dirasa dapat merugikan banyak pihak. Selain itu, informasi yang diterima tentang barang
yang dijual dirasa non-transparansi dan tidak ada kejujuran dari beberapa pelaku usaha,
yang membuktikan ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak. Maka perlu untuk adanya
asas itikad baik yang terimplementasikan di dalam jual beli online tersebut. Dengan
pemaparan tersebut maka peneliti ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan
jual beli online barbasis COD dan itikad baik, serta bagaimana pengimplementasian asas
itikad baik dalam jual beli online berbasis COD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat library research
(penelitian pustaka). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian dengan
mempelajari berbagai literatur yang dijadikan sebuah referensi dengan hasil penelitian
yang sejenis untuk menemukan landasan teori tentang suatu masalah yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan
Konsep Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)
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Jual beli secara terminologi memiliki arti saling menukar harta dengan harta dalam
bentuk pemindahan kepemilikian suatu barang. Dengan ini barang yang diperjualbelikan
perlu untuk memiliki nilai harga dan di mana salah satu pihak memberikan kepemilikan
barang tersebut sedangkan pihak lainnya memberikan sejumlah uang sebagai pengganti
dari barang tersebut. Jual beli online merupakakan kegiatan jual beli yang memanfaatkan
media internet sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan para konsumen.
Sedangkan untuk jual beli online COD adalah suatu transaksi jual beli dengan melakukan
pembayaran atas barang yang dibeli pembeli ketika barang tersebut telah sampai kepada
pembeli, dalam proses pengantarannya pada umumnya menggunakan jasa kurir dengan
biaya pembelian yang diberikan kepada pemilik jasa kurir dan akan dikirimkan kepada
penjual (Santriadin, 2013: 14).

Jual beli online biasa disebut dengan E-commerce ini mmiliki arti perdagangaan
melalui elektrodik dengan internet sebagai media penghubung antara penjual dan
pembeli. Menurut World Trade Organization (WTO) E-Commerce meliputi bidang
produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, daan pengiriman barang atau jasa
menggunakan elektronik. Sedangkan menurut dari Organization for Economic Coperation
and Developtment (OECD) yang mengatakan bahwa commerce yakni tranksaksi
berdasarkan proses dan transmisi data secara eletronik yang dilakukan oleh penjual dan
pembeli. (Indrasari, 2018:9)

Secara umum seharusnya pelaksanaan e-commerce dapat menjamin beberapa hal
yakni: (1) Kerahasiaan, data transaksi yang dilakukan oleh konsumen seharusnya dapat
dilaksanakan secara rahasia jika memang hal tersebut kehendak dari pembeli; (2)
Keabsahan dan keotentikan, dalam hal keabsahan dengan maksud maka pembeli
merupakan pelanggan yang sah dan penjual merupakan penyelenggara jual beli yang sah.
Pada umunya hal tersebut dapat dibuktikan dengan akun yang telah teregistrasi di dalam
webstore tersebut (Wirawan, 2008: 40).

Sedangkan jual beli online menurut para ulama pemegang madzhab Syafi’i berkata
bahwa pelaksanaan jual beli online perlu disertai dengan kehati-hatian dan itikad baik dari
kedua belah pihak. Lalu perlu juga diadakannya khiyar sebagai bentuk itikad baik. Dan
ketika melakukan jual beli online perlu dijamin bahwa barang yang diperjualbelikan dapat
disalurkan (Pekerti, 2018: 9). Menurut Imam Ghazali hikmah paling utama yang perlu
dipenuhi dalam perikatan adalah, adanya ikatan yang kuat diantara kedua belah pihak,
dilarang untuk kedua belah pihak melakukan pembatalan dengan sengaja tanpa
kesesuaian dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak pada awal akad,
dan memiliki paying hukum yang jelas jika terjadi suatu perselisihan (Putra, 2019 : 88).

Adapun yang sedang marak transaksi jual beli online yang disertai pengantaran
berbasis COD (Cash on Delivery) di mana penjual menyerahkan barangnya tidak secara
langsung kepada pembeli akan tetapi melaui pihak ketiga yakni seorang kurir. Hal ini
diperbolehkan akan tetapi tetap dengan syarat untuk tidak merugikan pihak lain (Pekerti,
2018: 10). Pada jual beli online berbasis COD ini bertujuan untuk memberi keyakinan
kepada pembeli bahwa barang yang dibeli bebas dari cacar dan sesuai dengan
keinginannya. Oleh dengan itu pembeli memiliki kewajiban untuk membayarkan dan
menerima barang untuk memenuhi hak dari penjual. Maka kedua hal ini menunjukkan
suatu itikad yang baik dari kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun pembeli
(Haryanti, 2020 : 116)

Dalam kasus COD terkadang ditemukan banyak kekeliruan yang dapat merugikan
pihak pembeli dan juga pengantar barang tersebut. Jika hal ini tidak diberikan khiyar
maka tentu dapat kita temukan tidak adanya asas itikad baik di dalam sistem COD. Seperti
yang terjadi beberapa hari yang lalu bahwa terdapat seorang konsumen yang menggugat
seorang pengantar dikarenakan kesalahan pemilik usaha dalam memenuhi pesanan milik
pembeli. Hal ini yang harusnya dihindari dikarenakan akan merusak asas itikad baik di
dalam jual beli online dan juga dapat merugikan banyak pihak.
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Dalam pelakanaan kegiatan e-commerce perlu diketahui bahwasanya untuk
pelayanan jenis transaksi terbagi menjadi beberapa transaksi, yakni: (1) Business to
business. Dalam transaksi ini baik pihak penjual maupun pembeli berasal dari sebuah
perusahaan bukan perseorangan; (2) Business to consumer. Pada transaksi ini pembeli
merupakan konsumen individu bukan berasal dari suatu perusahaan dan penjual
merupakan suatu perusahan penjual berbagai produk; (3) Consumer to consumer.
Sedangkan untuk transaksi ini dilakukan antar sesama konsumen dengan artian jual beli
ini antar individu dengan individu yang saling menjual produknya (Sitorus, 2015: 7).

Untuk payung hokum dari jual beli online sendiri telah tertuang pada Pasal 1 ayat 2
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik baik
yang digunakan melalui jaringan computer ata media elektronik lainnya seperti
handphone dan lain sebagainya. Alasan utama mengapa jual beli online ini masuk kedalam
hokum UU ITE dikarenakan dalam perkembangannya prakti jual beli online ini meliputi
tukar menukar informasi, iklan dan transaksi. (Indrasari, 2018:9)

Realitas di masyarakat membuktikan bahwa pada umumnya transaksi antara suatu
perusahaan dengan seorang individu yang sering mengalami wanprestasi dan ketiadaan
itikad baik dari penjual maupun pembeli.

Adapun permasalahan jual beli yang muncul seperti keterlambatan pesanan sampai
ketangan pembeli dikarenakan faktor produksi, hal ini dirasa karena kurangnya itikad
baik dari penjual. Selain itu adapun keadaan yang kurang baik ketika barang tersebut
sampai ketangan penjual. Maka dengan ini pentingnya kepastian hukum, bagi hal ini untuk
melengkapi asas itikad baik agar tidak ada pihak yang dirugikan (Afian, 2013: 13).

Konsep Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan suatu asas yang abstrak sulit untuk didefinisikan
melalui kata-kata sehingga para ahli hukum lebih banyak merumuskannya melalui
beberapa peristiwa di pengadilan. Menurut M.L. Wry itikad baik merupakan suatu
perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, cilat-cilat, akal-akal dengan niatan untuk
merugika kepentingan orang lain. Dengan begitu asa itikad baik merupakan perbuatan
dengan mengedepankan kepentingan tiap pihak didalam suatu perjanjian. Adapun
menurut buku Black’s Law Dictionary asas itikad didefinisikan sebagai berikut, in or with
good faith, honestly, openly, and sincerely. Withour deceit or fraud truly, actually, without
simulation or pretense. (Sinaga, 2021:61)

Asas itikad baik memiliki keterikatan dengan hukum civil law dibandingkan dengan
common law maka dari itu Indonesia menerapkan asas itikad baik ini di setiap perjanjian
kontrak. Asas itikad baik memiliki maksud yakni itikad baik dalam melaksanakan suatu
perjanjian dengan jujur dan bersih sehingga terjaminnya kepastian hukum dan tidak ada
yang dirugikan (Damanik, 2018: 48). Akan tetapi pada negara-negara yang menganut
hukum common law seperti Amerika dan Inggris, telah melakukan pencegahan pada
pelaku wanprestasi pada suatu perjanjian dengn doktrin promissory estoppel dengan
maksud melarang bagi kedua belah pihak untuk saling menarik perjanjian. Maka dengan
hal ini kajian tentang itikad baik memberikan ruang bagi hakim didalam pengadilan untuk
menimbang kepatutan dan keadilan yang harus terlaksana pada tahap pra kontraktual.
(Yuanitasari, 2020:295)

Asas itikad baik merupakan asas klasik dalam hukum perjanjian yang hal ini
tercantum dan terkandung pada KUH Perdata. Pada sejarah Romawi asas itikad baik ini
lebih dikenal dengan bona fides yang memiliki makna kejujuran yang ada pada lubuk hati
setiap insan. Kejujuran ini terimplementasikan dalam ketulusan untuk melakukan sesuatu
tanpa perlu melakukan tipu daya yang jelas akan merugikan pihak lain (Nugroho, 2016:
271). Doktrin dari asas itikad baik ini merupakan doktrin essensial dari suatu perjanjian
yang sudah dikenal degan asa Pacta Sun Sarvenda. Objek dari suatu perjanjian adalah
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prestasi maka dalam pemenuhan suatu prestasi didalam suatu perjanjian dapat dikatakan
sebagai suatu wujud dari itikad baik. (Suhadi, 2021:1969)

Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro membagi asas itikad baik kedalam 2 macam
bentuk sebagai berikut: (1) Asas itikad baik ketika mulainya hubungan kontrak, dalam hal
ini kaitannya dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi kedua belah pihak untuk memulai
suatu hubungan kontrak. Maka dalam hal ini pihak yang memiliki itikad baik akan
terlindungi oleh hukum sedangkan seseorang yang tidak memiliki itikad baik perlu
baginya menanggung segala kerugian; (2) Asas itikad baik dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban. Hal ini yang tercantum di dalam KUH Perdata Pasal 1383 Ayat (3). Dalam hal
ini tolak ukur itikad baik adalah tindakan sebagai pelaksanaan tersebut (Damanik, 2018:
50).

Sedangkan dalam gambaran umum asas itikad baik memiliki beberapa fungsi yang
dapat dihasilkan, yakni sebagai berikut: (1) Itikad baik berfungsi melengkapi suatu isi
perjanjian; (2) Itikad baik berfungsi membatasi pelaksanaan perjanjian; (3) Itikad baik
berfungsi untuk menghapuskan pelaksanaan perjanjian (Manery, 2017: 144). Selain itu
pada Simposium Hukum Perdata Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN) memutuskan pelaksanaan itikad baik hendaknya sebagai
berikut, kejujuran dalam pembuatan kontrak dengan melakukannya dihadapan penjabat
sebagai suatu kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian sehingga dapat mencegah
manipulative dari salah satu pihak. (Sinaga, 2021:63)

[tikad baik perlu diwujudkan dari awal pembuatan perjanjian atau transaksi karena
itikad baik ini sudah ada sejak fase prakontraktual antara kedua belah pihak. Memang
pada dasarnya asas itikad baik ini sulit untuk dianalisa dikarenakan keadaan asas itikad
baik ini bersifat bathiniyyah (Hartina, 2018: 20). Adapun tahapan yang diberikan pada pra
perjanjian meliputi sebagai berikut, tahap penawaran yang dilangsungkan melalui
berbagai informasi yang tepat dan benar dengan beberapa indicator yakni, identitas
usaha, alamat usaha dan nomor yang dapat dihubungi pembeli. Selanjutnya tahap
perjanjian, pada tahap ini memiliki dua indicator yakni, sebuat kesepakatan wajib diawali
dengan suatu penawaran serta respon yang baik dari kedua belah pihak hingga sampai
pada indicator yang kedua yakni, kata sepakat. Setelahnya pasca perjanjian dimana
pembeli menunjukkan itikad baik dengan cara melaksanakan kewajibannya untuk
membayar atas barang atau jasa yang ditawarkan dan pedagang memberikan hal tersebut
kepada pembeli. (Gupita, 2018 : 179)

Ketentuan awal sebuah itikad baik terdapat pada awal pelaksanaan atau pembuatan
kontrak dan bahkan menjadi landasan yang fundamental. Dan asas itikad baik ini dapat
mencerminkan asas konsensualisme yang terimplementasikan di dalam suatu transaksi.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya asas itikad baik ini dapat
mewujudkan perlindungan hukum bagi penjual dan juga pembeli (Azhari, et. al., 2017: 23).

Maka dengan ini penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli merupakan
salah satu wujud dari perlindungan konsumen dan juga melindungi pemilik usaha dari
tipu daya dari para konsumen.

Asas itikad di dalam suatu kontrak memiliki beberapa tahapan. Pertama, asas itikad
baik dalam tahapan prakontrak. Pada tahap ini kedua belah pihak tentu akan menawarkan
berbagai hal untuk mencapai kata sepakat. Di dalam tahap prakontrak ini mengandung
unsur esensialia di mana setiap pihak memiliki hak untuk menolak setiap penawaran yang
ditawarkan. Maka dengan ini itikad yang baik yang terkandung di dalam prakontraktual
yakni ketika sang penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara jujur tentang
fakta produk yang dimilikinya. Kedua, asas itikad baik dalam tahapan pelaksanaan
kontrak. Pada tahap ini kedua belah pihak wajib untuk melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan kontrak. Maka dalam
tahapan ini itikad baik memiliki fungsi untuk membatasi, meniadakan, dan juga
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menambahkan klausa kewajiban. Akan tetapi hal ini dapat dilaksanakan hanya jika ada
alasan yang sangat penting untuk dilakukan (Manery, 2017: 145).

Implementasi Asas Itikad Baik dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on
Delivery)

Dalam rangka mewujudkan asas itikad baik di dalam jual beli online maka terdapat
beberapa kewajiban yang dibebankan kepada penjual maupun pembeli sebagai berikut:
(1) Kewajiban pelaku usaha, tertuang pada Pasal 1473 KUH Perdata yang menjelaskan
bahwasanya informasi yang diberikan kepada penjual perlu terang dan penjual harus
mengikatkan dirinya dengan segala janjinya. Sedangkan di pasal berikutnya dijelaskan
bahwa perlu bagi pelaku usaha untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan
menanggung segala kecacatan dan kerusakan yang dialami barang tersebut sampai
ketangan pembeli sebagai itikad baik dan rasa tanggungjawab; (2) Kewajiban pembeli,
tertuang pada Pasal 1513 KUH Perdata yang menjelaskan tentang kewajiban pembeli
untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Lalu di
Pasal 1514 jika waktu dan tempat tidak ditentukan maka perlu bagi pembeli membayar di
mana barang diserahkan (Lestari, 2010: 26).

Asas itikad baik tidak terlepas dari asas-asas lainnya didalam hukum perjanjian
seperti asas pacta sunt sevanda dan asas kebebasan dalam melakukan kontrak. Di dalam
penjelasan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 asas itikad
baik memiliki makna melakukan transaksi elektronik dengan tidak bermaksud untuk
membuat pihak lain merugi secara sengaja (Kristiyanti, 2017: 34).

Di dalam jual beli online untuk melihat penerapan asas itikad baik terhadap pelaku
usaha maka akan terwujud dengan pemberian informasi yang jelas dan jujur tehadap
barang yang dijualnya. Dan tidak boleh bagi pelaku usaha mengambil keuntungan dengan
cara yang akan merugikan pembeli. Sedangkan penerapannya pada pembeli dapat dilihat
ketika seorang pembeli menanyakan spesifikasi barang yang ingin dibelinya (Kristiyanti,
2017: 62).

Selain itu titik berat dari terpenuhinya itikad baik terletak pada penyelesaian
perjanjian tersebut. Walaupun didalam setiap pelaksanaan COD terdapat prisnsip itikad
baik yang ditafsirkan secara salah oleh para pelaku jual beli, yakni dengan
mengimplementasikan itikad baik hanya pada awal kontraktual. Selain pada undang-
undang diatas yang telah dijelaskan itikad baik pun secara eksplisit dan implisit dijelaskan
didalam undang-undang Pasal 1338 ayat 3 BW dengan mengatakan bahwa suatu
perjanjian dengan itikad baik, yang pada Pasal tersebut dimaknai dengan asas hukum dan
norma hukum. (Haryati, 2020, 117)

Asas itikad baik ini tidak hanya perlu diterapkan kepada pembeli maupun pelaku
usaha, akan tetapi perlu bagi pengelola situs belanja online agar memiliki itikad baik
dalam pengadaan marketplace. Dikarenakan kondisi kedua belah pihak tidak bertemu
secara langsung maka seringkali terjadinya kerugian dalam serangkaian proses transaksi.

Seperti contoh kasus pada suatu marketplace yang melakukan pembatalan secara
sepihak, dikarenakan suatu marketplace pada umumnya akan menawarkan suatu diskon
lalu terjadi kesalahan dalam pencantuman harga sehingga terjadinya pembatalan secara
sepihak yang tentu akhirnya merugikan pihak pelaku usaha dan pembeli. Dalam kasus
seperti ini terbukti penyelewengan terhadap itikad baik dalam jual beli (Desiani, et. al,,
2018: 58). Asas itikad baik ini tidak hanya terimplementasikan ketika masa kontrak antara
penjual dan pembeli akan tetapi juga terlaksana ketika terdapat persengketaan antara
kedua belah pihak.

Akan tetapi seseorang dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik ketika telah
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan suatu transaksi dan negosiasi.
Sehingga tidak terjadinya suatu wanprestasi dikarenakan penipuan yang disebabkan
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ketidak hati-hatian seorang pembeli (Sihotang, 2017). Dikarenakan kontrak sendiri
memiliki tujuan untuk memberikan perlidungan pada keseluruh pihak demi mencegah
terjadinya suatu kerugian tertentu didalam suatu hubungan kontraktual. Dan bukti dari
pemenuhan seluruh prestasi didalam suatu perjanjian adalah dengan itikad baik yang
dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian. (Haryati, 2020 : 116)

Dengan ini untuk menunjukan itikad baik perlu bagi seller atau marketplace untuk
mengganti kerugian yang didapatkan oleh pembeli. Adapun pembeli yang merasa
dirugikan dapat mengajukan gugatannya terhadap penyelenggara sistem elektronik
tersebut.

Permasalahaan hukum tentang transaksi jual beli di dalam lingkup elektronik
memang sudah diprediksi akan terjadi, maka hal itu hanya dapat diminimalisir dengan
cara menegakkan hukum dan juga memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat
tentang norma dan asas yang telah tercantum di undang-undang negara. Penegakan
hukum dapat dilaksanakan dengan melakukan penjagaan kemanan cyber space melalui
pendekatan aspek hukum, teknologi, sosial, budaya, dan juga etika (Kristiyanti, 2017: 36).

Jika permasalahan cyber space tidak terselesaikan maka tentu itikad baik tidak dapat
terlaksana. Karena terdapat beberapa manusia yang tidak bertanggungjawab melakukan
penggangguan cyber space dengan merugikan pihak penjual dan pembeli. Maka dengan ini
perlu bagi para penyelenggara market place untuk memperbaiki sistem keamanan yang
ada. Hal ini pun telah tertunag pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pada pasal 4 UUPK dijelaskan tentang hak konsumen dalam
memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tuka dan kondisi jaminan
tersebut. Sedangkan di dalam pasal 7 UUPK dijelaskan tentang kewajiban penjual untuk
memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Selanjutya pada berikutnya dijelaskan
bahwa jika penjual melanggar hal-hal tersbeut maka konsumen berhak dalam
mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diterimanya.
(Khotimah, 2016:15)

Permasalahan utama sistem COD adalah spesifikasi suatu barang, jika spresifikasi
barang tidak sesuai tentu akan merugikan banyak pihak tidak hanya bagi penjual dan
pembeli, akan tetapi juga terhadap penerima jasa kurir. Jika hal itu terjadi maka wajib
terdapat sebuah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagai wujud itikad baik. Salah
satunya dengan ganti rugi biaya pembayaran ongkos kirim dan biaya pembayaran barang
(Kurniawan, 2016: 9).

Dalam kasus jual beli online COD pihak yang melakukan kontrak tidak hanya
seorang pembeli dan penjual akan tetapi terdapat seorang kurir yang menjadi seorang
wakil dari kedua belah pihak. Maka seharusnya ketiga pihak tersebut saling menunjukan
itikad baik. Dalam hal itikad baik yang wajib dilakukan oleh pembeli dan penjual telah
dijelaskan di paragraf sebelumnya. Hal tersebut perlu diberlakukan itikad baik kepada
sang kurir hingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman yang menyebabkan kurir tersebut
merugi yang berkenaan dengan spesifikasi barang.

Adapun permasalahan dalam masalah pembayaran, ketika barang tersebut sudah
sampai akan tetapi pembeli tidak ingin membayar dengan bermacam-macam dalih, akan
tetapi untuk menjaga itikad baik pembeli maka diterapkan sebuah Pasal 1243 KUH
Perdata yang menjelaskan tentang perlakuan wanprestasi pembeli (Hasanah, 2018).
Selain itu Adapun penjelasan tentang sanksi dan akibat dari perlakuan wanprestasi pada
transaksi jual beli online berbasis COD pada Pasal 38 dan 29 UU ITE tentang penyelesaian
sengketa dengan menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan dalam
kerugian alur pembayaran online dan penyelesaian dan penyelesaian perselisihan
menggunakan artbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. (Adnyani,
2021:1541)
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Simpulan

Perkembangan dunia teknologi tidak hanya berpengaruh pada dunia multimedia
akan tetapi perekonomian pun mendapatkan pengaruh yang cukup besar. Salah satunya
dengan hadirnya situs market di internet yang memudahkan seseorang untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Akan tetapi permasalahan yang muncul dikarenakan perkembangan
teknologi pun tidak sedikit. Banyaknya penipuan informasi yang dapat merugikan pelaku
usaha maupun pembeli. Maka pada saat inilah itikad baik diperlukan untuk
menghilangkan bentuk kecurangan. Pengimplementasian asas itikad jual beli pada situs
online berbasis jual beli online pada umunya terjadi pada spesifikasi barang dan durasi
pengiriman yang terlambat sehingga dapat merugikan pihak pembeli dan juga kurir
tersebut. Dan asas itikad baik dalam COD tidak hanya terdapat pada penjual dan pembeli
akan tetapi berlaku bagi penerima jasa kirim.
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